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HAK HAK ANAK DAN PERADII.AN ANAK.
SUATU TIN]AUAN ATAS UU NO. 3
TAHUN 1997

Harknstuh Ha:knsnowo

Ke]ahatan ‘yang. d:lakukan anak-anak memer-
lukan penanganan khusus yang berbeda dengan
kejahatan yang dilakukan ol ﬁ orang dewasa.
Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu' ke-
tentuan yang lebih dikenal dengan Béijing Rules
yang memuat kondisi minimumnt-dalam penanga- -
nan anak-anak yang melakukan kejahatan-oleh -
negara yang meratifikasinya. Indonesia juga. te- . B
lah membuat suatu pemtumn yang mengatur
tentang Peradilan Anak, yaitu dalam UU No: 3°
Tahun 1997 (UUPA). Dalam artikel ini penulis
mengkaji beberapa bagian dari peraturan tersebut -
yaitu dengan melihat apakah falsafah yang men- . |
jadi landasan pembentukan undang-undang ini
mengacu pada kesejahteraan anak sebagmmana '
dalam Beijing Rufes tersebut '

._Our children are not md:mduals whose rights and

* ., tastes are casually respected from- mfancy They are

e fundamenta”y extensions of our egos and give a
D - -r.-Special, opportumty for the drspmy of authonry
LT ‘\"'(RuthF Benedlct, 1934). .. "

s =Y

‘Pgn‘c_lahulu_an S e f S
" Persep51 Bened1ct mengenaa a.nak seperh dlkutlp Qi atas’ memang
sulit untuk dibantah. Betapa sering terdengar ungkapan: children are
to listen, not to be listened to. Padahal pujangga dan filsuf Khalil

"Tulisan ini pernah disampaikan pada Lokakarya lentang "K.nh51 lerhadap UU Pengadﬂan
Anak.” yang d:selenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, 30 Juli 1998."
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Gibran mengatakan: "Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah
anak-anak dari kehidupan yang merindukan dirinya sendiri.”" Betapa
seringpula kita mendengar salah satu bentuk child abuse ketika orang
tua mengatakan "aku tak ingin kau dl.lahlrkan lalu sang anak menja-
wab "aku tidak minlta dilahirkan.” Apakah yang tengah terjadi antara
hubungan orang tua dan anak, antara masyarakat dan anak-anak,
antara pemerintah dan anak-anak?

Tawuran, anak jalanan, prostitusi anak dan kelompok anak peme-
ras, hanya merupakan sebagian dari masalah yang tengah kitahadapi
dewasa ini berkaitan dengan anak-anak dan kejahatan. Masih banyak
lagi masalah yang dialami anak Indonesia’ dan karenanya men]ad1
masalah seluruh bangsa Indonesia. j

Walaupun memang perlu dicari dengan seksama akar perma-
salahannya, namun tulisan ini akan memfokuskan diri pada upaya
reaktif yang dibebankan pada hukum, térutama hukum pidana dan
hukum acara pidana dalam menangani masalah anak, khususnya
ketentuan yang dimuat dalam UU tentang Pengadilan Anak No. 3
tahun 1997.

Sebelum membicarakan UU di Indonesiz, layak dicatat bahwa
pentingnya "anak” untuk dibicarakan di lingkup internasional telah
dimulai dengan dikeluarkannya Resolusi PBB No' 1386 (XIV) pada
tahun 1959 tentang Deklarasi Hak-hak Anak (Declaration of the Rights
of the Child). Pada ulang tahun ke 20 Deklarasi ini yaitu tahun 1979,
PBB mencanangkannya sebagai Tahun Anak Internasional. Nampak-
nya gaungnya juga muncul di Indonesia dengan dikeluarkannya UU
tentang Kesejahteraan Anak No ‘4 talun 1979. Deklarasi tersebut
diperkuat oleh Resolusi PBB No, 44/25 tahun 1989 tentang Konvensi
Hak-hak Anak (Conoention on the Rights of the Child), yang diratifikasi
Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.

Khusus mengenai peradilan anak, Majelis Umum PBB telah
mengadopsi United Nations Standard Minimum Rules for the Adminis-
Eration q‘ Iuvm:[e Iustwe pada tanggal 29 November 1985 t yang lebih

1Majelis Umum PBB menambahkan ketentuan lersebut dalam Resolusi No. 40/33.
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dikenal dengan nama Beijing-Rules? Beijing Rules memuat kondisi
minimum yang diterima oleh PBB dalam penanganan anak-anak yang
melakukan:kejahatan-oleh negara anggota yang-meratifikasinya.
- Pokok-pokok pikiran yang d1cantumkan dalamJ Bel]mg Rules
tersebut antara lain: .. o P b L e
1. ‘.kese]ahteraan (weH bemg) anak dan keluarganya harus dlutama-
kangr oo : o Soanfat e -
2. untuk itu harus‘dmpayakan untuk memobilisasi semua sumber
+ daya, mulai dari‘orang tua sampai dengan lembaga péndidikan,
. agar-mengurangi adanya ‘intervensi dari penegak hukum:i - °
3.. 'Peradilan anak (juvenile justice) harus dipandang sébagai:suatu
. bagian yang integral dari: proses pémbangunan nasional dalam

- ‘:kerangka keadilan sosial bagi semua anak; dan:sekaliglis melin-

dungi " anak-anak -dan” menmpertahankan kedamam.n dalam

masyarakat. el - : e
4. ketentuan ini:harus diterapkan. dalam konteks'kondisi ekonom:,
© sosial dan budaya negara yang bersangkutan.”

Mengingat Indonesia adalah anggota PBB dan telah memiliki UU
Pengadilan Anak, layak untuk dikaji apakah ketetituan dalam YU ini

telah mengaéu-pada Beijing Rules. UU Pengadilan: Anak (selanjitnya
disingkat sebagai UUPA); berlairian dengan namanya, ternyata-tidak

semata-mata:mengenai masalah- anak:yang diproses di pengadﬂan,

tapi .berkenaan- dengan keseliiruhan sistem peradilan:- “miuilai dari
proses penyidikan sampai dengan pemasyarakatan anak.' Hal utama

yang patut-dikaji’dariiUU ini‘adalah ‘apakah falsafah yang menjadi
landasannya memang mengacu pada kesejahteraan anak (dan keluar-
ganya) sebagaimana digariskan oleh Beijing Rules? Uraian berikut
akan melihat beberapa bagian penting dari UUPA.

BV A i P I TRy <y 3

o er PTL Lo el N
2Nama ini dipilih karena di kota tersebul diadakan In!erreglonal Prepamlory Meetmg Yang
menyepakati rancangan yang dla]ukan sebagai hasxl ker]asama anlara Commxllee on Crime

Prevention and Control;, UN Sacial Defénce Research Institte, lembaga reglonal PBE, dan juge.

Sekretariat PBB.
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Pengerhan Anak

Dalam Beljmg Rules dltentukan bahwa ‘in those. legal systems
recognizixng the concept of age of criminal responsibility for juveniles,
the beginning of age shall not be fixed at too low an age level, bearing
in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity."
Pasal 1 butir 1 UUPA menentukan bahwa anak adalah "orang yang
dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi
belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.”
Penetapan delapan tahun sebagaiusia minimum pertanggungjawaban
seseorang di muka hukum memang rendah apabila dibandingkari
dengan‘ketentuan-di negara lain. Hal-ini menunjukkan bahwa pem-
bentuk UU menganggap bahwa pada usia demikian seseorang telah
dapat dipertanggungjawabkan secara emosional, mental dan intelek-
tual walaupun tidak seperti orang dewasa. Layak diperhatikan bahwa
batas usia anak ini-sangat berbeda dengan rumusan yang ada dalam
Rancangan KUHP (R-KUHP) yang menentukan usia 12 (dua belas)
tahun.! )

.. Walau sekilas nampaknya UUPA hanya membagi usia anak
menjadi dua (di bawah delapan tahun dan antara 8-18 tahun), jika
disimak lebih lanjut, ternyata UUPA mempunyai t15a kategori usia
anak untuk dapat diproses menuruthukum: -~ .

1. 8-<18tahun® . : - dapat diajukan ke sidang pengadﬂan anak;
2. 8-12 tahun : - hanya dapat dikenakan tindakan®, dan
3. dibawah 8 tahun : - tetap dapat diperiksa Penyidik, yang sete-
: lah pemeriksaan dapat mengembalikan ke
orang tua atau menyerahkannya ke Depar-
_temen Sosial. - :

3Butir ke 4 Bagian Kesatu Beijing Rules.
4Pasal 111 ayat (1) R-KUHP.
" Sdan belum permah kawin, menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA.

UUPA.
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Mungkin kategori yang disebut terakhir ini perlu dikaji-kembali,
karena setidaknya ada dua hal yang mengganggu. Pertama, hal ini
berarti ‘memperluas cakupan tugas kepolisian dalam menangani
masalah anak; karena walaupun tidak dapat diajukan ke sidang peng-
adilan, proses penyidikan termasuk penangkapan dan penahanan
dapat diberlakukan padanya. Berarti pula bahwa penyidik dapat
menahannya selama 20 hari karena diduga telah melakukan.tindak
pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 UUPA. Kedua, tidak
jelas bagaimana proses‘penyerahan anak:tersebut pada Departemen
Sosial, dan apa yang akan dilakukan departemen ini pada si anak,
yang pada gilirannya mereduksi kepastian hukum.

Pengertian Anak Nakal dalam UU ini juga tidak begitu jelas
sehingga dapat membingungkan pelaksana hukum. Adadua kategori
anak nakal di sini yakni:

1): pelaku tindak pidana,-dan . ¥ :
2) . anak yang melakukan perbuatan yang dmyata.kan terlarang bagi

...anak, baik oleh peraturan perundang-undangan maupun menurut

"peraturan hukum lain yang hldup dan berlaku” dalam masyara-

kat yang.bersangkutan.

Kategori kedua tidak jelas acuannya. dalam hal peral'uran perundang-
undangan," yanhg pada umumnya merumuskan pelanggaran atasnya
sebagai tindak pidana (sehingga telah masuk ke dalam kategori. 1)
Lalu apa pula makna "hukum lain:yang hidup.dan‘berlaku’ dalam
masyarakat?  Kemungkinan, perumus UU memikirkan eksistensi
hukum adat di daerah-daerah. Beberapa pertanyaan dapat.dimuncul-
kan misalnya: bagaimana dengan di kota besar; apakah hukuin adat
mengikubi individu ataukah berdasar tempaL dﬂakuka;nnya per-
buatan?

. Menyerahkan penyelesalan hal d1 atas pada penegak hukum
perlu dipikirkan kembali, apalagi mengingat bahwa peérsonil kepo-
lisian sangat tinggi mobilitasnya, dan bukannya tidak mungkin
mereka tidak begitu memahami hukum (adat) setempat. -

.. Perumusan ‘kategori-kedua . Anak: Nakal ini agaknya mengacu
pada se]urnlah perilaku yang oleh ketentuan hukum "di negara lain
dlkerlal dengan status offenses. Maksud:dari konsep 1.m adalah sejum—

T
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diberikan sejumlah sanksi; namun jika dilakukan oleh orang dewasa
tidak merupakan offenses atau tindak pidana.” Bedanya, dalam keten-
tuan fentang status offenses dirinci perilaku-perilaku yang termasuk
di dalamnya, sedang dalam UUPA diserahkan seluruhnya pada apa-
rat penegak hukum: Hal semacam ini tentunya akan menimbulkan
permasalahan, karena anak yang dijerat dengan Pasal tersebut dapat
diproses dalam sidang pengadilan dan dapat dikenai tindakan
institusionalisasi (walau bukan dipenjara dalam arti harafiah) yakni

menyerahkannya untuk -dibina oleh suatu- lembaga yang dll'un]uk
hakim. e

Hakim Tunggal Dalam Sidang Anak

Pasal 11 UUPA menentukan bahwa persidangan anak dalam ting-
kat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. ‘Dari ketentuan ini timbul
persepsi bahwa pembuat UU menganggap bahwa masalah anak ada-
lah masalah yang mudah sehingga cukup diputuskan oleh satu orang
hakim. Persepsi semacam ini nampaknya didukung cleh ayat (2) Pasal
ini yang membuka kemungkinan adanya hakim majelis dalam hal

"ancaman pidana atas kelakuan anak tersebut lebih dari hma tahun
dan sulit pembuktiannya."s . ‘ 8 -

+ Ketentuan ini dapat-dikatakan. merupakan persepsi-umum dari
kalangan penegak hukum, terutama hakim, yang menganggap bahwa
magalah anak bukan suatu masalah' yang memerlukan keseriusan
yang tinggi dalam menanganinya. Bahkan menurut pendapat bebe-
rapa pihak, posisi sebagai hakim: anak tidak terlampau'disukai oleh
para hakim (mungkin karena “tidak basah"?).

Salah satu hal positif yang dicantumkan dalam UUPA berkenaan
dengan Hakim Anak-adalah persyaratan yang diberikan bagi mereka

S

7“Status offenses are a class of crime that does not consist.of proscribed’ action or inaction,
but of the personal condmun or characteristic of the accused....(it) may refer to a variety of acts
that would not be considered criminal if committed by an adult, such as insubordinate, truant
or runaway” (Sue Titus Reid  (1987).. Criminal Justice Procedures amf Issues. St. Paul: West
Publishing Co., hal. 583.-

“Kelerangan ini dicantumkan dalam Pen}elasan Pasal 11 ayat (2) UUPA
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yakni:®

1. berpengalamansebagai hakim di pengadilan dalamlingkup Per-
adilan Umum, dan

2..;. mempunyai minat, perhahan dedikasi, dan memahami masalah
anak.

Syarat kedua dljabarkan 1eb1h lan]ut dalam Pen]elasan pasal tersebut

ialah memahami:

a. pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembl-

- naan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan ‘pende-

katan secara efektif, efisien ‘dan_simpatik;

b. pertumbuhan dan perkembangan anak; dan .

¢. berbagai tata nilai yang hidup: d1 masyarakat yang mempenga—
ruhi kehldupan anak: :

Pemahaman sebaga.lmana dikehendai oleh ketentuan di atas ten-
tunya menuntut adanya pendidikan tambahan bagi para hakim, ter-
utama dari disiplin- pendidikan, sosiologi dan psikologi anak,. agar
bukan sekedar pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman,
tapi juga yang bermuatan akademis. Tidak begitu jelas apakah Mah-
kamah Agung telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan unhik calon
hakim anak ini, yang memerlukan part151pa51 dari para pakar dalam
bidang ilmu termaksud. '  » I .

Persyaratan ini selaras dengan salah satu pnn51p umum yang
diketengahkan dalam Beijing Rules yaitu bahwa: "...those who exercise
discretion shall be specially qualified or trained. to exercise it }ud:mousiy and
in accordance with their functions-and mandates; "1 ..

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya,. Haklm Anak wajib un-
tuk meminta bantuan Pembimbing Kemasyarakatan, demikian bunyi
Penjelasan UUPA, walau dalam pasal-pasalnya:tidak ada kewajiban
semacam ini; Hal ini‘berpangkal tolak dari kondisi masalalu di mana
banyak petugas, BISPA 'yang: 'tidak dimanfaatkan..secara optimal
karena -hakim:lebih suka: untuk memériksa da.n memutus perkara
sendiri tanpa bantuaniBISPAY ., -

FPasal 10 UUPA. - IR AT S
10Butir ke &, Bagian Pertama Beqmg Rules v
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Penyidikan dan Pembimbing Kemasyaralcatan

Satu hal lain yang patut diapresiasi dari UUPA ad alah ketentuan
yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa hal yang layak dibahas
dalam konteks ini antara lain:

1. Pemeriksaan terhadap anak: o
Kewajiban Penyidik untuk memeriksa tersangka dalam suasana
kekeluargaan, dalam arti tidak memakai pakaian dinas serta
melakukan pendekatan yang efektf, efisien dan simpatik;" Kewa-
jiban ini selaras dengan keinginan pembentuk UU untuk mencip-
takan proses peradilan anak mengutamakan pembinaan dan per-
lindungan terhadap anak. Relevan dengan kewajiban ini adalah
adanya ketentuan bahwa ada persyaratan minimal bagi polisi
yang menangani masalah anak, sehingga tidak semua polisi
dianggap kompeten untuk menanganinya. Langkah utama seha-
rusnyaberupa peningkatan kemampuan dan pemahaman sejum-
‘lah personel kepolisian dalam masalah yang berkaitan dengan
anak. Tanpa adanya kegiatan semacam ini, dapat diduga bahwa
peldksanaan ketentuan termaksud tidak akan mencapa1 hasﬂ
yang diharapkan. 4

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan: il :
a. Kewajiban Penyidikuntuk meminta pertimbangan atau saran

Pembimbing Kemasyarakatan, dan jikadiperiukan, dari ahli

- pendidikan, kesehatan, dan agama.’? Dengan adanya keten-
tuan ini diharapkan bahwa penariganan terhadap anak tidak

.- semata-mata didasarkan .pada aspek- yuridis'belaka, tapi
memperhitungkan pula aspek-aspek’ lainnya. Aspek-aspek
lain ini diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
mengadakan Penelitian Kemasyarakatan {social inquiry report)
terhadap lingkungan anak, -baik di sekolah; di' rumah mau-

- pun di tempat lain di mana anak biasa berada. Dengan ada-
nya kewajiban semacam ini Pényidik akan sangat dibantu

11Pasal 42 ayat {1} dan Penjelasan pasal tersebut.
12Pasal 42 ayat (2) UUPA. '
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dalam mempergunakan diskresinya untuk menangani anak
nakal. - . ' o
b. Kewajiban Penyidik Pembimbing Kemasyarakatan untuk
merahasiakan proses penyidikan terhadap anak nakal. Ada-
nya kewajiban ini berkenaan dengan upaya untuk mencegah
stigmatisasi terhadap anak nakal sedapat mungkin.
3. Batas Waktu Penahanan '
Pembatasan waktu penahanan terhadap anak nakal, dan pena-
hanan ini dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbang-
kan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Sayang
sekali idak ada ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa
penahanan hanya dilakukan sebagai alat terakhir bila tak ada
alternatif lain, dan hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya,
sebagaimana ditentukan dalam Beijing Rules.’* Dicantumkannya
hal ini penting sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam
melaksanakan tugasnya.

" Pidana dan Tindakan '

Satu hal yang sangat menarik berkenaan dengan masalah Pidana
dan Tindakan adalah bahwa rumusan dalam UUPA berbeda dengan
rumusan yang diajukan dalam R-KUHP. Ada Kesan bahwa Tim Peru-
mus UU Pengadilan Anak tidak memperhatikan muatan R-KUHP,
padahal rancangan ini telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman
pada tahun 1993. ' .

Perbedaan antara UUPA dan R-KUHP berkenaan dengan Pidana
dan Tindakan adalah sebagai berikut:

13Butir 13 Bagian Kedua Brijing Rules menentukan bahwa “detention pending trial shall be used
only as @ measure of last resort and for the shoriesl possible period of lime...and whenever passible, such

deterstion shall be replaced by alternalipe meosures, such as close supervision, intensive care or placement
with a family or ixr an educational setting or home..."
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UUPA

R-KUHP!

PIDANA

Pidana Pokok:
Pidana Penjara
Pidana Kurungan -
Pidana Denda
Pidana Pengawasan

Pidana Pokok:
a. Pidana Nominal:
Pidana Peringatan
Pidana Teguran Keras
b. Pidana dengan syarat
Pidana ﬁembinaan di luar lembaga
Pidana kerja sosial
Pidana pengawasan
c. Pidana cl)en a
d. Pidana pembatasan kebebasan:
- Pidana pembinaan di dlm lembaga
_Pidana penjara .
Pidana tutupan
Pidana Tambahan:
Perampasan barang-barang tertentu
dan atau tagihan
Pembayaran ganti kerugian
Pemenuhan kewajiban adat

TINDAKAN

Mengembalikan kepada orang tua,
wali, atau orang tua asuh;

Menyerahkan kepada negara untuk

mengikuti pendidikan, pembinaan, - .

dan latihan kerja; atau

Menyerahkan kepada Departen:len
Sosial atau Organisasi Kemasyara-
katan yang bergerak di bidang pen-

didikan, pembinaan dan latihan kerja

Bagi mereka yang tidak dapat diper-
tanggungjawabkan secara kejiwaan;

Perawatan di rumah sakit jiwa;
-Penyerahan kepada pemenntah; atau
Penyerahan képada seseorang;

Tir;cdad(an tanpa menjamh'kaﬂ pidana
ok: :
Yengembalian kepada orang tua, wali
atau pengasuhnya;

Penyerahan képada fpéu}eri,nlﬂh; _

‘| Penyerahan kepada seseorang;

Keharusan mengikuti suatu latihan' "
ang diadakan oleh pemerintzh atau
adan swasta;

Pencabutan Surat lzin Mengemudi;

Perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana;

Perbaikan ‘akibat tindak pidana;
Rehabilitasi; dan atau perawatan di
lgmbaga e ) ' )
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Mengingat R-KUHP masih dalam tahap penggodokan, ada
baiknya disimak kembali agar tidak terjadi diskrepansi antara UUPA

dengan KUHP yang nanti akan-diberlakukan. Apabila pengkajian.

terhadap hal-hal di atas menun]u.kkan bahwa -rumusan dalam R-
KUHP lebih memadai dan bermarifaat bukan hanya bagi anak nakal
tapi juga bagi seluruh anggota masyarakat, harus dlbuka kemung—
kinan adanya amandemen atas UUPA.

Penutup

Kebera&aan’ UUPA di'neglar'a-ini-dapét dikatakan kurang ber-

gaung di masyarakat. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam.

penanganan kasus anak nakal setelah berlakunya UU tersebut sangat
sulit untuk dikatakan tanpa didahului suatu penelitian yang seksama.

" Diberlakukannya UUPA pada awal tahun ini (3 Januari‘ 1998)
telah memberikan waktu selama satu fahun bagi para praktisi hukuin
yang bersangkutan untuk membenahi dm.nya dalam mempersmpkan
penerapan UUPA, Tanpa adanya persiapan. untuk ‘meningkatkan
profesionalisme: di bidang anak, implementasi UUPA akan banyak
mendapat kesulitan.

Pengkajian kembali terhadap UUPA yang masih memiliki bebe-
rapa titik kelemahan sebagaimana ditiraikan di atas harus segera di-
laksanakan, terutamaole.h plhak-pl.hak yang mempunyaikepentingan,
dan lembaga legislatif harus pula lebih aktif dalam menangani hal ini.
Kurangnya lobbyist yang memperjuangkan hak anak di lembaga
legislatif jangan menjadikan anak dan permasalahannya semata seba-
gai obyek belaka, karena tanpa penanganan yang serius.masa: depan
mereka dapat terancam. o ~
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